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ABSTRACT 
Pawnshop Company is a State Owned Enterprises (SOEs), which is engaged in the business of 
providing credit services and applicable statutory lien for anyone with a moving objects collateral 
requirement. In order to develop the business, so Government Regulation No. 103 of 2000 was issued, 
stated of the granting of the loan based on the collateral of fiduciary money. As an institution that 
provides credit to guarantee the fiduciary shall comply with the provisions set out in Law No. 42 of 1999, 
especially Article 11, paragraph (1) which states that the objects are burdened with fiduciary collateral 
required to be registered, but in reality there is no Pawnshop Company comply with Article 11 paragraph 
(1) of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary. Based on the gap das sein and das sollen, then can be formulated 
the problem of how fiduciary guarantee enrollment application pursuant to Article 11 paragraph (1) of 
Law No. 42 of 1999 on Company Pawnshop and how execution of fiduciary insurance company that is not 
registered by the Company Pawnshop when borrowers are in default. 
Empirical legal research is used in this thesis, because it’s getting out of the gap between das Sein 
and das sollen. The approach used in this thesis is the legislation approach, case-based approach, and the 
analytical approach. The nature of the research in this study was a descriptive study, sites in the 
Pawnshop Company branch Denpasar and Tabanan. The data used in this thesis is the primary data / 
field data and secondary data / literature. Data collecting techniques used in this thesis is planned 
interview techniques and reading literature. Sampling techniques used in this thesis is purposive sampling 
and the data obtained are presented in descriptive qualitative. 
The results of this problem study is application of fiduciary guarantee enrollment on the Pawnshops 
Company, that disobedience to law number 42 of 1999 Article 11 paragraph (1) was happened, while the 
execution of fiduciary insurance company that is not registered by Pawnshop Company if debtor in 
default is done by a family way. 
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I. PENDAHULUAN 
Pem bangunan  ekonomi,  sebagai  
bagian  dar i  pembangunan 
nasional ,merupakan  salah sa tu upaya  
un tuk mencapai  masyarakat  yang adi l 
dan makmur  berdasarkan Pancasi la 
dan  Undang Undang Dasar  Negara 
Republ ik Indonesia  (selan jutnya  
disebut  juga UUD 1945).  Dalam 
rangka memelihara  dan  meneruskan 
pembangunan yang berkesinambungan, 
para  pelaku pembangunan  baik 
pemer intah  maupun  masyarakat  baik 
per seorangan  maupun  badan  hukum, 
memer lukan dana yang besar .  Seir ing 
dengan  meningkatnya kegia tan 
pembangunan,  men ingkat  pula 
kebutuhan  terhadap pendanaan  yang 
sebagian  besar  dana yang diper lukan 
un tuk memenuh i  kebutuhan  ter sebut  
diperoleh  melalui  kegia tan  pin jam 
memin jam atau per jan jian kredi t .  
Ac ta  C o m i ta s  (2 0 1 6 )  2  :  2 9 3  –  3 0 6  
IS SN :  2 5 0 2 -8 9 6 0  I  e - I SS N :  2 5 0 2 -7 5 7 3  
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Kredi t  sangat  vi ta l  bagi  pembangunan 
ekonomi,  karena i tu kredi t  sela lu 
dibutuhkan  bagi  pengembangan usaha 
oleh  para  pengusaha baik pengusaha 
besar ,  menengah ,  a taupun  keci l .  
Kredi t  merupakan penun jang 
pembangunan  seh ingga diharapkan 
masyarakat  dar i  semua lapisan  dapat 
berperan .  
Perusahaan  Umum Pegadaian 
adalah  sa tu-satunya badan  usaha di 
Indonesia  yang secara  r esmi 
mempunyai  iz in  un tuk melaksanakan 
kegiatan  lembaga keuangan  berupa 
pembia yaan  dalam ben tuk penyaluran 
dana ke masyarakat  a tas dasar  hukum 
gadai  seper t i  dimaksud dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata  pasal 
1150.  Tugas pokokn ya ad alah 
member ikan  pin jaman  kepada 
masyarakat  a tas dasar  hukum gadai 
agar  masyarakat  t idak dirugikan  oleh 
kegia tan  lembaga keuangan in formal 
yang cenderung memanfaatkan 
kebutuhan  dana mendesak dar i 
masyarakat .   
Tonggak awal  kebangki tan 
Pegadaian  yai tu Terbi tn ya PP/10  
tanggal  1 Apr i l  1990.   Per lu dicermat i 
bahwa PP 10 menegaskan misi yang 
harus diemban  oleh  Pegadaian  un tuk 
mencegah  prakt ik r iba .  Misi  in i  tidak 
berubah  h ingga terbi tnya PP103/2000  
yang di jadikan  landasan  kegia tan  dan 
pengembangan  usaha Perum Pega daian 
sampai  sekarang dan  tanggal  13 
Desem ber  2011 Perum Pegadaian 
berubah  ben tuk badan  hukum menjadi 
Per seroan  Terbatas, dengan  PP Nomor  
51 tahun  2011 yang dikelurkan  oleh  
Presiden  Susi lo Bambang Yudhoyono.    
PT Pegadaian  adalah Badan Usaha 
Mil ik Negara  (BUMN),  yang bergerak 
dalam bidang usaha member ikan  jasa 
pela yanan  kredi t  berdasarkan  hukum 
gadai  dan  ber laku untuk siapa sa ja 
dengan  syarat  jaminan  berupa benda -
benda bergerak.  
Perusahaan  Per seroan  (Per sero) 
Pegadaian  un tuk selan jutnya disebut  
juga (Pegada ian ) dalam rangka 
pengembangan  usaha dan  kegiatan 
dalam penyaluran  uang pin jaman 
berdasar  jaminan fidusia  in i  dia tur  
dalam Peraturan  Pemer in tah Nomor  
103 Tahun  2000 Tentang Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian  pada pasal 
8 a yat  (b)  yang berbun yi  “ Pen yaluran 
uang pin jaman berdasarkan  jaminan 
fidusia ,  pela yanan  jasa  t i t ipan, 
pela yanan  jasa  ser t ipikasi  logam mulia 
dan  batu adi , un i t toko emas ser ta 
usaha-usaha la innya yang dapat 
menun jang tercapainya maksud dan  
tujuan  perusahaan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal  7,  dengan 
persetujuan  Menter i  Keuangan”.  
Pem ber ian pin jaman berdasarkan 
jaminan  fidusia  juga ter tuang ke 
dalam Peraturan  Pemer in tah  Nomor  51 
Tahun  2011 Ten tang  Perubahan 
Ben tuk Badan  Hukum Perusahaan 
Umum (Perum) Pegadaian  men jadi 
Perusahaan  Per seroan  (Per sero) yai tu 
Pasal  2 ayat  (1)  “  
 Maksud dan  tujuan  Perusahaan 
Per seroan  (Per sero) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  1 ayat  (1)  
un tuk melakukan  usaha  dibidang 
gadai  dan  fidusia ,  baik secara 
konvensional  maupun  syar iah ,  dan 
jasa  la innya di  bidang keuangan 
sesuai  dengan  keten tuan  peraturan 
perundangan  undangan  terutama 
un tuk masyarakat berpenghasi lan 
menengah  kebawah ,  usaha mikro,  
usaha keci l ,  dan usaha menengah 
ser ta  opt imal isasi  pemamfaatan 
sumber  da ya Per seroan  dengan 
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menerapkan  pr insip per seroan 
terbatas 
 
Pem ber ian  pin jaman  berdasarkan 
jaminan  fidusia  sangat  jelas juga 
dican tumkan  dalam Pasal  2 ayat  (2)  
but i r  b.  “Pen yaluran  pin jaman   
berdasarkan  jaminan  fidusia ; ” 
merupakan salah  satu kegia tan usaha 
utama dar i  Pegadaian  in i.   
Salah  sa tu produk dar i   Peg adaian 
yang fleksibel  adalah  produk Kreasi  
(Kredi t  Angsuran  Fidusia)  Kredi t 
dengan  angsuran  bulanan yang 
diber ikan kepada usaha mikro keci l  
dan menengah.  
Ni la i  pin jaman  bisa  mencapai  100 
(sera tus)  juta  Rupiah.  Syaratnya harus 
punya usaha min imal  sudah  ber j a lan 
setahun .  Tempo pengajuan 3 -4 har i 
dengan  agunan  motor  a tau mobi l  
angsuran pin jaman  mulai  dari  12 
bulan ,  18 bulan ,  24 bulan  a taupun  36 
bulan .  Sewa modal  (bunga) pun  relat i f 
murah ,  hanya 0,9 % per  bulan  fla t  atau 
11,8%  per  tahun.  Pelunasan  kredi t 
di lakukan dengan cara  mengangsur 
set iap bulan  dengan  jumlah  angsuran 
tetap.  Pelunasan  sekal igus dapat 
di lakukan  sewaktu-waktu dengan 
pember ian  diskon  sewa modal . 1 
Per jan jian  fidusia  adalah 
per jan jian  hutang piutang kredi tur  
kepada debi tur .  Dalam hal  in i 
perusahaan  pener ima fidusia  kepada 
konsumen  yang mengikutkan adanya  
jaminan  dan jaminan  ter sebut  
kedudukannya masih  dalam 
penguasaan  perusahaan  pener ima 
Fidusia .  
                                                        
1Danausaha.net/mengenalproduk-produk-
kredit-dariperumpegadaian.html, diakses 
tanggal 18 Februari 2014. 
Pada umumnya  Pegadaian  
didalam melaksanakan  penyaluran 
pin jaman  secara  fidusia  kepada 
konsumen  dengan  menggunakan 
per jan jian  yang mengikutkan  adanya  
jaminan  fidusia  bagi  objek benda 
jaminan  fidusia  berupa Bukt i  Pemil ik 
Kendaraan  Bermotor  (BPKB),  akan 
tetapi  ternyata  dalam prakteknya  
ban yak dar i  per jan jian  yang dibuat  
oleh  perusahaan  ter sebut  t ida k dibuat 
dalam Akta  Notari i l  (Akta  Notar is) 
dan   t idak didaftarkan  di  Kan tor 
Pendaftaran  Fidusia  un tuk mendapat 
ser t i fikat  Akta  yang memuat  ir ah -ir ah 
“Demi Keadi lan  Berdasarkan 
Ketuhanan  Yang Maha Esa”  walaupun 
secara  ter tul is Pegadaian  ter sebut  
dalam melakukan  per jan jian 
pembia yaan  mencantumkan  kata -kata 
di jaminkan  secara fidusia  
Keten tuan  Pasal  11 ayat  (1)  UU 
No.42 Tahun 1999 menyatakan  bahwa 
benda yang dibeban i  dengan  jaminan 
fidusia  waji b didaftarkan ,  termasuk 
yang berada di luar  wi la yah  Negara  RI 
seper t i  tercan tum dalam (Pasal  11 a yat  
2) .  Dalam Konsiderans UU No.42 
Tahun  1999 ten tang jaminan  fidusia  
antara  lain  di rumuskan  bahwa 
keberadaan  UU t en tang Jaminan 
Fidusia  diharapkan  member ikan 
kepast ian  hukum dan member ikan 
per l indungan  hukum bagi  yang 
berkepen t ingan  dan  jaminan  ter sebut  
per lu didaftarkan  di  Kan tor 
Pendaftaran  Jaminan  Fidusia . 
Penggunaan  kata -kata  “per lu,wajib”  
mengandung si fa t  ambigu/kemenduaan 
(ambigui ty )  dan  mult itafsi r  yang jauh 
dari  pr insip kepast ian  hukum.  
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Keragu-raguan  ten tang waji b a t au 
t idaknya pendaftaran  ter sebut  
diperkuat  dengan  kendala  tidak adanya  
batasan  jangka waktu pendaftaran 
jaminan  fidusia  di Kan tor Pendaftaran 
Jaminan  Fidusia .  Hal  ter sebut  akan 
mengurangi  kepercayaan  para  pelaku 
bisn is khususnya kredi tur  sebab si fa t  
spesia l i tas dan  publ isi tas ser ta hak 
preferen t  (droi t  de  preference )  atau 
hak untuk didahulukan  terhadap 
kredi tur  la in  past i  mengalami kendala, 
apabi la  debi tur  melakukan 
wanprestasi .  
Fidusia  men jadi  semakin  menar ik bagi 
kalangan  bisn is setelah  keluarnya  
kebi jakan  Peraturan  Menteri  Keuangan 
RI No.130/PMK.010/2012. tanggal  7 
Agustus 2012 dan  mulai  ber laku sejak  
7 Oktober  2012.  Seir ing dengan  i tu 
peran  Notar is sangat  dibutuhkan 
dalam mendukung keluarnya  
pelaksanaan  Permenkeu ter sebut  
dengan  member ikan  pela yanan  secar a 
cepat  dan  efisien .   
Berdasarkan  keten tuan  Pasal  14 
a yat  (3)  UU No.  42 Tahun  1999 
ten tang Jaminan  Fidusia  (UUJF),  
jaminan  fidusia  baru lah ir  pada 
tanggal  yang sama dengan  tanggal 
dicata tnya jaminan  Fidusia  dalam 
Buku Da ftar  Fidusia .Pasal  15 ayat  (1)  
UU No.  42 Tahun  1999 tentang 
Jaminan  Fidusia  :  “Dalam Ser t i fikat 
Jaminan  Fidusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  14 a yat  (1)  
dican tumkan  kata -kata  "DEMI 
KEADlLAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA" 
dan Pasal  15 ayat  (2)  UU No.  42 
Tahun  1999 ten tang Jaminan  Fi dusia  : 
“Ser t i fikat  Jaminan  Fidusia 
sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  
mempunyai  kekuatan  eksekut or ia l 
yang sama dengan  putusan  pengadilan 
yang telah  memperoleh  kekuatan 
hukum tetap” dan  Pasal  15  ayat  (3)  
UU No.  42 Tahun  1999 tentang 
Jaminan  Fidusia  :  “Apabi la  debi tur  
cidera  jan ji ,  Penerima Fidusia 
mempunyai  hak men jual Benda yang 
men jadi  objek Jaminan  Fidusia  a tas 
kekuasaannya sendir i.”  
Mel ihat keten tuan diatas 
sebenarnya jika  kredi tur  dalam hal  in i 
Perusahaan  Pener ima Fidusia  ter sebut  
membuat  Per jan jian  ke dalam Akta 
Notar i i l  (Akta  Notar is)  dan 
didaftarkan  di  Kan tor  Pendaftaran 
Fidusia  maka akan  memperoleh 
ser t i fikat  jaminan  fidusia  yang 
memuat  ir ah - irah  “Demi Keadi lan 
Berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha 
Esa”.  Dengan  ser t i fikat  jaminan 
fidusia  i tulah  kredi tur /pener ima 
fidusia  secara  ser ta  mer ta  mempunyai  
hak eksekusi  langsung ( parate 
execut ie )  tanpa memer lukan  putusan 
Pengadi lan  karena Kekuatan  hukum 
ser t i fikat  ter sebut  sama dengan 
putusan  pengadi lan  yang sudah 
mempunyai  kekuatan  hukum yang 
tetap.  
Setelah  men getahui  dasar  dan 
keten tuan  ter sebut  dia tas,  akibat  
hukum dar i per jan jian  Fidusia yang 
dibuat  tanpa menggunakan  ben tuk 
Akta  Notar ii l  dan t idak didaftarkan, 
maka Per jan jian  dengan  jaminan 
Fidusia  ter sebut  hanyalah  berupa Akta  
diba wah  tangan  yang t idak mempunyai  
kekuatan eksekut or ia l un tuk 
mengeksekusi  langsung barang yang 
ada dalam penguasaan  konsumen. 
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Permasalahan  yang muncul  adalah 
ket ika  konsumen  t idak membayar  
angsuran  dalam beberapa waktu 
ter ten tu a tau t idak melunasinya maka 
Pihak Perusahaan  Pener ima Fi dusia 
t idak dapat  secara ser ta merta 
mengeksekusi  secara  langsung.  
Terkait  dengan beberapa kendala 
di  lapangan ,  perlu diketahui  ter lebih 
dahulu dalam sistem hukum jaminan, 
Tan  Kamelo menegaskan  bahwa sistem 
hukum jaminan yang baik dengan 
mengatur asas-asas dan  norma-norma 
yang t idak tumpang tindih 
(overlapping) satu sarna la in.  Menurut 
asas hukum dalam jaminan  fidusia 
harus ber ja lan  secara  harmonis dengan 
asas hukum di  bidang hukum jaminan 
kebendaan  la innya.  Ket idakselarasan 
pengaturan asas hukum dalam jaminan 
fidusia  dengan  jaminan  kebendaan 
la innya akan  menyul i tkan  penegakan 
hukum jaminan  fidusia  ter sebut",  
seh ingga sebaiknya hukum jaminan 
harus member ikan  kepast ian  hukum, 
baik bagi  kredi tor  maupun  un tuk 
debi turnya yang mengadakan 
per jan jian  dalam pen jamin an .2 
Fidusia  sudah  dikenal  lama dalam 
bahasa  Indonesia  yang berart i 
keperca yaan .  Menurut  Undang -undang 
Nom or  42 tahun1999 Ten tang Fidusia 
ini  disebut  juga dengan  ist ilah 
"pen yerahan  hak mil ik secara 
keperca yaan". 3Fidusia  adalah 
pen yerahan  hak mil ik secara 
keperca yaan  dar i  debi tur  kepada 
                                                        
2A.A. Andi Prajitno, 2011. Hukum Fidusia 
: Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999. Penerbit : 
Widya Pustaka. Hal.76. 
3H. Mar t in Roestam y,  2009, 
Hukum Jaminan Fidusia,  PT.  
Percetakan  Penebar  Swada ya,  Jakar ta,  
Hal .  48.  
kredi tur .Penyerahan hak milik secara 
keperca yaan  dalam in i  laz im disebut  
pen yerahan  Const itutum Possesorium 
(pen yerahan dengan melan jutkan 
penguasaannya).  
Kon truksi  fidusia  adalah  adanya 
pen yerahan  hak mil ik atas barang -
barang kepunyaan  debi tur  kepada 
kredi tur .  Sementara  penguasaan  fisik 
a tas barang-barang i tu tetap pada 
debi tur  (Const i tutum Possesorium )  
dengan  syarat  bahwa bi lamana debi tur  
melunasi hutangnya,  maka kredi tur  
harus mengembal ikan  hak mil ik a tas 
barang-barang i tu kepada debi tur . 4 
Pendaftaran  fidusia  ini 
dimaksudkan  untuk rnember i  kepast ian 
hukurn  kepada penerima fidusia  
(kredi tur )  untuk rnener ima pelunasan, 
apabi la  pihak pember i  fidusia  
(debi tur )  la la i  a tau wanprestasi ,  
Dengan didaftarkannya benda yang 
di jaminkan  dengan  fidusia  jug a dapat  
memenuh i  asas publ isi tas. Setelah 
didaftarkan  berar ti  benda ter sebut  
dicata tkan di  kan tor  pendaftaran 
fidusia .  Hal  in i  akan  berpengaruh  pula 
kepada kedudukan  pihak perusahaan 
pener ima fidusia  dan  lembaga 
pembia yaan  (f inance) sebagai  pihak 
pener ima fidusia  (kredi tur ),  dalam hal 
pihak debi tur  wanprestasi .  Pihak 
kredi tur  memiliki  hak didahulukan 
(preference) un tuk mengambil 
pelunasan  piutangnya dar i  hasi l 
eksekusi  benda yang difidusiakan .  
Berdasarkan  hasi l  prapenel i t ian 
per  Desember  2013,  dalam pember i an 
fasi l i tas kredi t  secara  fidusia  pada 
perusahaan  pember i  Fidusia  yai tu 
                                                        
4Munir Fuady,2003, Jaminan Fidusia 
Revisi Kedua. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta,  
Hal. 10. 
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Perseroan   Pegadaian   Cabang 
Tabanan  wawancara  dilakukan  pada 
tanggal  27 Januar i  2014,  pada pukul 
10.00 Wita,  dengan  I Komang Gede 
Suardiana,  Bagian  anal is Kredi t : 
Jumlah  tr ansaksi  seban yak 7 t r ansaksi 
jumlah akta  yang didaftarkan ke 
Kan tor  Pendaftaran  Fidusia   adalah  4 
akta ,yang hanya dibuatkan  Per jan jian 
Kredi t  dan   diwarmek oleh  notar is 
ber jumlah  3,dan  Perusahaan  Per seroan 
Pegadaian  Cabang  Denpasar 
wa wancara di lakukan  pada tanggal  28 
Januari  2014,  Pukul  14.00 Wita , 
dengan  Bapak Suryana,  Bagian  Anal is 
kredi t ,   Jumlah  tr ansaksi 19 transaksi , 
jumlah  akta  yang didaftarkan  6 akta, 
hanya dibuatkan Per jan jian  kredi t dan 
diwarmeck ol eh  notaris seban yak 13 
t ransaksi   hal  ini  berar ti  di jumpa i 
perusahaan  pember i  Fidusia   dalam 
pember ian  kredi tnya hanya di lakukan 
dengan  per jan jian  dibawah  tangan  dan  
t idak dibuatnya akta  jaminan  fidusia 
sebagai  dasar  untuk pendaftaran  ke 
Kan tor  Pendaftaran  Fidusia  sehingga 
t idak diperoleh  ser tipikat  fidusia 
sebagai  dasar  untuk penar ikan  benda 
jaminan  fidusia  bi la  debi tur  
wanprestasi .  Pihak perusahaan 
pener ima Fidusia  selaku kredi tur  tidak 
melaksanakan  keten tuan yang 
di tetapkan  dalam Pasal  11 a yat  (1)  
Undang Undang  No.  42 tahun  1999 
ten tang kewa jiban  pendaftaran  
jaminan  fidusia .  
Berdasarkan  uraian  dia tas,  ter l ihat 
adanya perbedaan  antara  pelaksanaan 
(das se in )  dan  pengaturan  (das solen ) ,  
seh ingga menar ik un tuk di tel i ti  dan 
diangkat  karya i lmiah  dalam ben tuk 
tesis.  Adapun  judul  penel i tian  in i 
adalah“IMPLEMENTASI PASAL 11  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG 
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG  
JAMINAN FIDUSIA: PE RSPEKTIF 
PERJANJIAN KREDIT DENGAN 
JAMINAN FIDUSIA PADA  
PERUSAHAAN PERSEROAN  
PEGADAIAN”  
1.2.Rumusan Masalah  
Sehubungan  dengan  la tar  belakang 
permasalahan  yang telah  diuraikan  
ter sebut  di  a tas,  maka dapat 
di rumuskan  permasalahan  sebagai  
ber ikut :  
1. Bagaimana penerapan pendaftaran 
jaminan  fidusia menurut ketentuan  Pasal 
11 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 42 
Tahun 1999 pada  Perusahaan Perseroan 
Pegadaian? 
2. Bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia 
yang tidak didaftarkan oleh  Perusahaan 
Perseroan Pegadaian bila debitur 
melakukan wanprestasi? 
1.3.Tujuan Penel i t ian  
Tujuan  penel i tian  ini  dapat 
dikual i fikasikan  a tas tujuan  yang 
ber si fa t  umum dan  tujuan  yang 
ber si fa t  khusus,  sebagai  ber ikut  : 
1.3.1.Tujuan Umum  
Secara  umum, penel i t ian  ini 
ber tujuan  un tuk mengembangkan  i lmu 
Hukum,  khususn ya bidang hukum 
kenotar ia tan  un tuk mengetahui  
Implementasi  Pasal  11 ayat  (1)  
Undang-Undang Nomor  42 Tahun 
1999 Ten tang  Jaminan  Fidusia : 
Per spekt i f per jan jian  kr edi t  dengan 
jaminan  fidusia  pada Perusahaan 
Per seroan  Pegadaian .  
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1.3.2.Tujuan Khusus  
Berdasarkan  tujuan  umum di  atas 
dan  dengan  menekankan  kepada aspek 
normat i fnya,  adapun  tujuan  khusus 
dari  penel i tian in i sesuai  dengan 
permasalahan  yang dibahas yakn i  :   
Un tuk mengetahui ,  menganal isis 
eksekusi  jaminan  fidusia  yang t idak   
didaftarkan oleh   Perusahaan 
Per seroan   Pegadaian  bi la  debi tur  
wanprestasi .  
1.4. Manfaat Penelitian 
Hasi l  penel i t ian  in i  nan t inya 
sangat  diharapkan  dapat  member ikan 
manfaat  baik yang ber si fa t  t ior i t i s 
maupun  prakt is sebagai  ber ikut  : 
1.4.1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menambah khasanah 
pengetahuan di bidang ilmu Hukum, khususnya 
pada Perusahaan Perseroan Pegadaian, dan  
nasabah. 
1.4.2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 
Perusahaan Penerima Fidusia (Debitur dan 
Kreditur), Notaris, masyarakat, maupun peneliti 
sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan Penerima Fidusia, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan dan pemahaman 
berkenaan pentingnya pendaftaran 
jaminan fidusia untuk memberikan 
kepastian hukum dalam pemberian kredit 
dengan jaminan fidusia. 
2. Bagi Notaris, untuk memberikan bantuan 
memperlancar proses pendaftaran jaminan 
fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. 
3.  Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan dan pemahaman tentang 
pentingnya pendaftaran jaminan fidusia 
pada kantor pendaftaran fidusia bila 
debitur wanprestasi. 
4. Bagi peneliti sendiri, di samping untuk 
kepentingan penyelesaian studi juga untuk 
menambah pengetahuan serta wawasan di 
bidang hukum  
II.  Metode  Penel i t ian 
2.1 Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, 
yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat 
apakah  berlakunya hukum dalam praktek di 
masyarakat sudah sesuai dengan Undang-
undang yang berlaku,. 
2.2. Jenis Pendekatan  
Untuk membahas permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian tesis ini 
menggunakan beberapa pendekatan. Adapun 
pendekatan yang digunakan adalah:   
Pendekatan perundang-undangan (statute 
approach), Pendekatan kasus (case approach),  
2.3. Sifat Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif karena 
ingin menggambarkan kenyataan yang terjadi, 
dalam hal ini pada Perusahaan Perseroan 
Pegadaian.  
2.4. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dalam kaitannya dengan 
penulisan tesis ini adalah pada Perusahaan 
Perseroan Pegadaian Cabang Tabanan,dan 
Perusahaan Perseroan Pegadaian Cabang  
Denpasar.  
Informan merupakan sumber informasi 
untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 
penelitian ini, yang meliputi :  
1. Bagian Analisis Kredit Perusahaan 
Perseroan  Pegadaian  Cabang Tabanan. 
2. Bagian Analisis Kredit Perusahaan 
Perseroan Pegadaian Cabang  Denpasar 
3. Notaris di Denpasar dan Tabanan. Peran 
Notaris disini sangat penting, yaitu  
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sebagai pejabat publik yang berwenang 
membuat akta notariil, dalam hal  ini 
tentunya segala perjanjian kredit dan  akta 
jaminan fidusia.  
2.5. Data dan Sumber Data 
Di dalam penelitian ini ada dua jenis data 
yaitu data primer dan data sekunder.5  
2.6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipakai 
adalah : wawancara, wawancara secara 
mendalam (indepth interview) dilakukan untuk 
mendapatkan data otentik melalui percakapan 
secara terstruktur dengan pihak-pihak yang 
berhubungan langsung dengan permasalahan,  
2.7. Teknik Penentuan Sampel Penelitian  
Populasi dalam penelitian ini adalah  
Perusahaan Perseroan Pegadaian Cabang 
Denpasar dan Perusahaan Perseroan Pegadaian 
Cabang  Tabanan., sedangkan yang dijadikan 
sampel adalah bagian populasi, dalam hal ini 
adalah, Bagian analisis kredit, Notaris, 
Pengambilan sampel yang dipergunakan adalah 
Non Probality Sampling  
2.8. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
 Dalam penelitan ini data dianalisis 
secara kualitatif atau disebut juga deskriptif 
kualitatif, selurah data primer maupun data 
sekunder diklasifikasikan atau dikelompokkan 
sesuai dengan permasalahan kemudian 
dianalisis dengan teori dan konsep yang 
relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif 
kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari 
permasalahan yang ada 
 
 
 
                                                        
5Peter Mahmud Marsuki, 2006, Penelitian 
Hukum, Cetakan ke-2 Jakarta; Kencana Prenada  
Media Group. Hal. 141-142 . lihat juga Wahid, 
Muchtar, 2008, Memaknai Kepastian Hukum 
Hak Milik Atas Tanah: Suatu Analisis dengan 
Pendekatan Terpadu secara Normatif dan 
Sosiologis, Cetakan 1, Republika, Jakarta,  hal. 
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III.PENERAPAN PENDAFTARAN 
JAMINAN FIDUSIA MENURUT 
KETENTUAN PASAL 11 AYAT 
(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 
42 TAHUN 1999 OLEH 
PERUSAHAAN PERSEROAN 
PEGADAIAN 
3.1.Struktur organisasi  Per usahaan 
Perseroan Pegadaian cabang  
Denpasar dan Tabanan  
Bagan  dar i  struktur  organ isasi 
Perusahaan  Per seroan  Pegadaian 
Cabang Denpasar  dan  Cabang 
Tabanan.  
                                                                                                                        
Ke pa la  Ca ba n g  
                   
Asm e n  KC A     Asm e n  Mik r o  
                                          
P ena k s i r        Ana l i s i s   
       K r e di t     P e na k si r  Mu l ia  
 
 
             Ka si r                Pa u l  
 
Adapun  tugas dan  masing -masing 
bagian  dia tas adalah  sebagai  ber ikut :  
*Kepala  Cabang :  
-  Ber tugas dan  ber tanggung jawa b 
kepada Perusahaan  Per seroan 
pegadaian  Kanwil  Bal i  
-  Memimpin  Perusahaan  Per seroan 
Pegadaian   
-  Men yetu jui  permohonan  kredi t 
yang dia jukan .  
 *Asmen  KCA; ber tugas men i la i 
peker jaan  penaksir ,  Asmen  Mikro; 
ber tugas men i la i  peker jaan  Anal is 
kredi t  dan  Penaksir  Mulia; 
Penaksir ,  ber tugas menaksir  
barang jaminan  Kasir ;  ber tugas 
member ikan  pelayanan 
pemba yaran  kepada debi tur ,  Paul ; 
ber tugas melaksanakan  penagihan .  
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3.2. Prosedur Pemberian Kredit 
Dengan Jaminan Fidusia Di  
Perusahaan Perseroan 
Pegadaian  
Adapun persyaratan yang harus dilengkapi 
oleh calon debitur untuk mengajukan 
permohonan kredit yaitu: 6 
a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
Suami Istri; 
b. Foto copy Kartu Keluarga (KK); 
c. Bukti Pembayaran PBB tahun 
terakhir/rekening listrik bulan terakhir; 
d. Asli BPKB dan  Foto copy STNK (yang 
masih berlaku) 
e. Situ/siup/Tdp/ surat keterangan usaha dari 
desa 
f. Chek phisik kendaraan yang telah 
disahkan 
Dalam mengajukan permohonan, calon 
nasabah akan di interview atau diwawancara 
terlebih dahulu dalam hal ini pihak Perusahaan 
Perseroan Pegadaian sebagai pemberi kredit 
(kreditur) melakukan wawancara terhadap calon 
nasabah (debitur) mengenai identitasnya, baik 
mengenai nama, alamat dari nasabah, maupun 
bidang usaha yang dijalankan. 
Perusahaan Perseroan Pegadaian didalam 
memberikan kredit kepada calon debitur 
terlebih dahulu akan meninjau mengenai usaha 
apa yang akan dilakukan oleh calon debitur 
tersebut. Jadi, Perusahaan Perseroan Pegadaian 
dapat memperkirakan apakah calon debitur 
tersebut dapat memperoleh pinjaman uang 
dalam melakukan usahanya.  
Apabila debitur menerima semua syarat-
syarat yang telah tercantum dalam keputusan 
                                                        
6 wawancara dengan Suryana, bagian 
analis kredit Perusahaan Pegadaian Cabang  
Denpasar, di Denpasar, 19 Mei 2014 dan Bapak 
Komang Gede Suardiana, bagian analis kredit 
Perusahaan Pegadaian cabang Tabanan. 17 Mei 
2014. 
kredit itu maka ia harus menandatangani tanda 
persetujuan kredit dalam suatu perjaanjian yang 
disebut dengan perjanjian kredit dan pengikatan 
jaminan serta formulir-formulir perjanjian 
lainnya sebagai perjanjian pokok antara 
Perusahaan Perseroan Pegadaian dengan 
debitur.  
Pada tahapan selanjutnya adalah debitur 
maupun kreditur menghadap kepada notaris 
untuk melakukan pengikatan dengan jaminan 
fidusia. Sebelum pembuatan akta oleh notaris 
terlebih dahulu harus mengenal kedua belah 
pihak dengan melihat Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) para pihak sedangkan untuk pihak 
kreditur harus memperlihatkan surat dari 
instansinya. Setelah mengenal para pihak, 
barulah notaris melakukan pembacaan akta dan 
para pihak melakukan penandatandangan akta 
fidusia, selanjutnya dibuatkan salinan  akta 
jaminan fidusia. 7 
3.3. Pembebanan dan Pendaftaran 
Jaminan Fidusia oleh  
Perusahaan Pegadaian Melalui  
Notaris Secara Online System  
Perjanjian fidusia apabila tidak dibuat 
dihadapan dan oleh seorang Notaris, maka akta 
itu tidak akan memiliki nilai otentik, sehingga 
secara hukum akan berakibat pada lemahnya 
nilai pembuktian akta tersebut, atau akan turun 
derajatnya menjadi akta dibawah tangan yang 
tentunya pula akan berdampak kerugian 
terhadap pihak-pihak yang perjanjian. 
Demikian juga Undang Undang Nomor 42 
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak 
mengatur serta tidak memberikan alternatif 
bentuk akta yang lain kecuali akta yang dibuat 
oleh dan dihadapan Notaris, sehingga akta 
Notaris merupakan bentuk satu-satunya akta 
dalam hal perjanjian fidusia. 
                                                        
7Wawancara dengan Notaris I Made 
Mertajaya, SH, Notaris di Kota Denpasar, 
tanggal 10 Mei 2014  
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Notaris menyambut hangat akan kebijakan 
pendaftaran jaminan fidusia secara Online 
System karena diharapkan akan lebih 
mengakomodasi kebutuhan para Notaris untuk 
melakukan pendaftaran terhadap akta jaminan 
fidusia yang dibuatnya. Namun dalam 
kebijakan tersebut, sebagai seorang Notaris 
harus lebih waspada karena pendaftaran Fidusia 
Online System dapat dilakukan sendiri di kantor 
Notaris. Dalam hal ini, Notaris juga harus 
mempersiapkan baik dari segi kesiapan kantor 
khususnya perangkat dan keamanan 
penggunaan sistem tersebut.8 
Notaris sendiri yang akan melakukan 
pendaftaran jaminan fidusia secara Online 
system untuk lebih menjamin kepastian hukum 
bagi para pihak, dengan menginput data sesuai 
dengan akta pembebanan yang dibuatnya 
tentunya dengan mendapat kuasa dari penerima 
fidusia dan juga karena mengingat username 
dan password untuk masuk ke dalam menu 
layanan Pendaftaran Jaminan fidusia secara 
Online System hanya dimiliki oleh notaris 
sebagai pejabat umum yang berwenang. 
 Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia 
harus dilengkapi dengan salinan akta jaminan 
fidusia dari notaris tentang pembebanan 
Jaminan Fidusia dan Surat Kuasa atau surat 
pendelegasian wewenang untuk melakukan 
pendaftaran Jaminan Fidusia serta bukti 
pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. 
Syarat pendaftaran fidusia adalah: surat 
permohonan pendaftaran, surat kuasa 
bermeterai cukup (apabila dkuasakan, salinan 
Akta Jaminan Fidusia bermeterai, mengisi 
formulir pernyataan pendaftaran, membayar 
biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)9 
                                                        
8http://medianotaris.com/fidusia_on_line_
dan_tanggung_jawab_notaris_berita237.html 
(diakses tanggal  10 Juni 2014). 
9 Wawancara dengan Notaris I Made 
Mertajaya, SH, Notaris di Kota Denpasar, 
tanggal 10 Mei 2014  
Setelah Akta Jaminan Fidusia tersebut 
selesai dibuat di notaris, hal yang harus 
dilakukan adalah mendaftarkan Jaminan Fidusia 
tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor 
Pendaftaran Fidusia untuk Bali berada 
Denpasar di bawah lingkup Departemen 
Hukum dan HAM.   
3.4.  Pemberian Kredit  Dengan 
Jaminan Fidusia yang Tidak 
Didaftarkan 
Dalam praktek pemberian kredit di 
Perusahaan Perseroan Pegadaian tidak semua 
dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, 
mengingat jumlah pinjaman yang diberikan 
oleh Perusahaan Perseroan Pegadaian tidak 
besar atau kecil karena akan membutuhkan 
banyak biaya, dan terlalu banyak potongan 
yang menyebabkan jumlah pinjaman dari 
nasabah (debitur) berkurang.10  
Berdasarkan penelitian  Pihak Perusahaan 
Perseroan Pegadaian selaku kreditur pemberi 
jaminan dengan jaminan fidusia, tidak secara 
penuh melaksanakan tata cara pembebanan dan 
pendaftaran jaminan fidusia yang tercantum 
dalam UUJF. Praktek yang dilaksanakan oleh 
pihak Perusahaan Perseroan Pegadaian tidak 
sejalan dengan prinsip hukum yang terkandung 
di dalam UUJF terutama dalam Pasal 11 ayat 
(1), padahal dalam pasal tersebut sudah jelas-
jelas tersirat benda yang dibebani dengan 
jaminan fidusia wajib didaftarkan. Merupakan 
suatu norma yang harus dipatuhi guna 
memberikan kepastian hukum kepada kreditur.  
Tiga komponen dari sistem hukum tidak 
dapat berjalan dengan baik yang menyebabkan 
kepastian hukum tidak dapat tercapai. Lawrence 
M. Friedman mengemukakan  bahwa ketiga 
komponen dari sistem hukum terdiri dari 
struktur hukum, substansi hukum, dan kultur 
                                                        
10 Wawancara  Bapak Suryana, bagian 
analis kredit pada Perusahaan Perseroan 
Pegadaian cabang Denpasar, tanggal  3 Juni 
2014 
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hukum. Struktur hukum berhubungan dengan 
aparat penegak hukum, kemudian substansi 
hukum dipengaruhi oleh perangkat perundang-
undangan, dan budaya hukum merupakan opini, 
kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir dan cara 
bertindak para penegak hukum.11    
Perusahaan Perseroan Pegadaian cabang 
Denpasar dan cabang Tabanan telah melakukan 
praktek menyimpang dari ketentuan yang 
berlaku,  kedua perusahaan ini yang dijadikan 
objek penelitian dalam penulisan ini 
mempunyai kebiasaan-kebiasaan dan cara 
berpikir sendiri dalam mengambil keputusan 
untuk tidak melakukan pengikatan akta jaminan 
fidusia dan tidak mendaftarkan ke kantor 
Pendaftaran fidusia pada saat pemberian kredit 
dengan jaminan fidusia. Kebiasaan kebiasaan 
dan cara berpikir  dari pihak Perusahaan 
Perseroan Pegadaian tersebut mempengaruhi 
kepatuhan dan kesadaran mereka terhadap 
ketentuan yang tercantum di dalam UUJF, 
padahal ketentuan dalam UUJF tersebut 
memberikan kepastian hukum kepada 
Perusahaan Perseroan Pegadaian. 
Tidak adanya kesadaran  dan kepatuhan 
hukum perusahaan perseroan pegadaian 
terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF 
yang dilakukan secara terus menerus 
menyebabkan perilaku menyimpang dari 
Perusahaan Perseroan Pegadaian tersebut akan 
menjadi suatu budaya,  maka budaya yang telah 
dilaksanakan tersebut akan sulit untuk dirubah, 
sehingga ketiga komponen yang terkandung 
dalam sistem hukum menjadi tidak seimbang, 
karena Perusahaan Perseroan Pegadaian cabang 
Denpasar dan cabang Tabanan mempunyai 
suatu kebijaksanaan dan cara cara tersendiri 
dari kantor pusat yakni Pegadaian Kanwil Bali, 
yang sudah diterapkan dalam melaksanakan 
kegiatan pemberian kredit kepada debitur.  
                                                        
           11 Ahmad Ali, loc.cit. 
Menurut penulis  hal demikian akan 
mengakibatkan hilangnya hak preferen dari 
Perusahaan Perseroan Pegadaian karena 
jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. 
Apabila dikemudian hari debitur wanprestasi 
maka pihak Perusahaan Perseroan Pegadaian 
selaku kreditur akan mengalami kesulitan 
dalam pelaksanaan eksekusi, apabila tidak 
segera mungkin mendaftarkannya jaminan 
fidusia tersebut. 
Pasal 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan, 
bahwa Undang undang Fidusia berlaku untuk 
setiap perjanjian yang bertujuan untuk 
membebani benda yang menjadi jaminan 
fidusia artinya bahwa untuk melaksanakan hak-
hak dari pada pemberi dan penerima fidusia 
sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
undang Nomor 42 Tahun 1999, harus dipenuhi 
dengan syarat bahwa jaminan fidusia itu harus 
dituangkan dalam bentuk akta notariil, maka 
akta notaris disini merupakan syarat materiil 
untuk berlakunya ketentuan Undang-undang 
Fidusia atas perjanjian pemberian fidusia, 
disamping akta notaris tersebut sebagai alat 
bukti. Dalam pasal 1868 KUHPerdata akta 
notariil merupakan salah satu wujud akta 
otentik, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 
KUH Perdata memberikan kekuatan 
pembuktian yang sempurna terhadap para pihak 
dan mengapa harus notariil agar suatu tindakan 
yang membawa akibat hukum yang sangat luas 
bagi para pihak untuk mendapat perlindungan 
dari tindakan yang keliru dan gegabah.  
3.5. Faktor-faktor ketidakpatuhan 
Perusahaan Perseroan 
Pegadaian Dalam Mendaftarkan 
Jaminan Fi dusia  
Perjanjian kredit dengan jaminan yang 
tidak didaftarkan oleh Perusahaan Perseroan 
Pegadaian ke Kantor Pendaftaran Fidusia 
dikarenakan jumlah pinjaman yang dipinjam 
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oleh debitur kecil, bila didaftarkan akan 
membutuhkan banyak biaya, dan terlalu banyak 
potongan yang menyebabkan jumlah pinjaman 
dari nasabah (debitur) berkurang. Karena terlalu 
kecilnya pinjaman nasabah dan terlalu banyak 
potongan sehingga jumlah pinjaman nasabah 
terjadi berkurang maka pihak Perusahaan 
Perseroan Pegadaian memilih perjanjian fidusia 
dibawah tangan yang lebih mudah, cepat dan 
tidak memerlukan biaya tinggi dari pada 
melaksanakan pendaftaran fidusia sebagaimana 
yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia. 
Bapak Suryana bagian analis kredit 
Perusahaan Pegadaian cabang Denpasar 
menjelaskan, bahwa pihak Perusahaan 
Pegadaian memberikan kebijaksanaan dalam 
pemberian kredit dengan jaminan fidusia. 
Kebijakan tersebut diberikan bagi debitur yang 
meminjam kredit kurang dari  Rp. 10.000.000 
(sepuluh juta Rupiah) , Kartu Tanda Penduduk 
Bali, punya usaha, dan mau mematuhi peraturan 
mengenai kredit yang akan dipinjam di 
Perusahaan Pegadaian cabang Denpasar, maka 
golongan nasabah tersebut dalam proses 
pemberian kreditnya dengan jaminan fidusia 
tidak melakukan pengikatan dengan akta 
jaminan fidusia dan tidak didaftarkan ke Kantor 
Pendaftaran Fidusia. Tetapi untuk debitur yang 
meminjam diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta 
Rupiah) melakukan pengikatan dengan akta 
jaminan fidusia dan didaftarkan ke Kantor 
Pendaftaran Fidusia. (wawancara pada tanggal 
16 Mei 2014). 
Debitur yang meminjam kredit dengan 
nominal dibawah Rp 10.000.000 (sepuluh juta 
rupiah) mendapat kebijakan dari Perusahaan 
Pegadaian yaitu tidak perlu melakukan 
pengikatan akta fidusia ke kantor notaris. 
Kebijakan tersebut diberikan dengan 
pertimbangan bahwa nominal kredit  yang 
dipinjam oleh debitur sudah tergolong sangat 
kecil, jika dilakukan pengikatan dengan akta 
jaminan fidusia dan di daftarkan ke kantor 
pendaftaran fidusia, maka pihak debitur akan 
merasa terbebani dengan biaya terhadap 
pengikatan tersebut. Hasil wawancara yang 
sama juga disampaikan oleh Bapak Komang 
Gede Suardiana, bagian analis kredit 
Perusahaan Pegadaian cabang Tabanan. 
(wawancara pada tanggal 17 Mei 2014). 
Jadi dapat disimpulkan terdapat dua faktor 
yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang 
menyebabkan jaminan fidusia tidak didaftarkan 
oleh Perusahaan Perseroan Pegadaian ke Kantor 
Pendaftaran Fidusia. Faktor eksternal tidak 
didaftarkannya jaminan fidusia oleh Perusahaan 
Perseroan adalah dari faktor masyarakat. 
 
IV. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG 
TIDAK DIDAFTARKAN OLEH 
PERUSAHAAN PERSEROAN 
PEGADAIAN BILA DEBITUR 
MELAKUKAN WANPRESTASI 
4.1 Kriteria penggolongan 
wanprestasi  pada Perusahaan 
Perseroan Pegadaian.  
Kriteria penggolongan wanprestasi atau 
dalam Perusahaan Perseroan pegadaian cabang 
Denpasar dan Cabang Tabanan  biasanya 
disebut juga dengan cidera janji yaitu: 
a. Tidak melaksanakan pembayaran 
angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali 
berturut-turut atau berselang 
b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak 
melaksanakan pembayaran pelunasan . 
Apabila pihak debitur tidak tepat waktu 
dalam kewajibannya untuk melakukan 
pembayaran angsuran kredit seperti apa yang 
tercantum dalam perjanjian kredit angsuran 
fidusia, maka perbuatannya itu disebut dengan 
wan prestasi. 
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4.2  Eksekusi  Jaminan Fi dusia Pada  
Perusahaan Perseroan 
Pegadaian  
Dalam prakteknya Perusahaan Perseroan 
Pegadaian untuk mengambil alih objek jaminan 
fidusia yamg debiturnya telah dinyatakan 
wanprestasi telah dianstisipasi  dengan 
menanda tangani surat perjanjian kreadit secara 
fidusia  yang memberikan kuasa kepada pihak 
kreditur  untuk mengambil alih atau menarik 
barang jaminan yang berada dibawah 
penguasaan pihak debitur.  
Rasio yuridis penjualan jaminan fidusia 
secara di bawah tangan adalah untuk 
memperoleh biaya tertinggi dan 
menguntungkan kedua belah pihak. Uang hasil 
penjualan diserahkan kepada kreditur untuk 
diperhitungkan dengan hutang debitur. Kalau 
ada sisanya, uang tersebut dikembalikan kepada 
debitur pemberi fudusia, tetapi jika tidak 
mencukupi untuk melunasi hutang, debitur tetap 
bertanggung jawab untuk melunasinya.12 
4.3.  Eksekusi  Jaminan Fidusia yang 
Tidak Didaftarkan oleh 
Pegadaian Bi la Debitur 
Wanprestasi  
Proses eksekusi dalam Perusahaan 
Perseroan Pegadaian cabang Denpasar dan 
Cabang Tabanan menurut keterangan Bapak 
Suryana bagian analis kredit Perusahaan 
Perseroan Pegadaian Cabang Denpasar, karena 
ketatnya seleksi yang dilakukan untuk calon 
debitur, maka sampai saat ini belum ada debitur 
yang wanprestasi atau ingkar janji. Pada 
perusahaan perseroan pegadaian bila ada 
pelaksanaan eksekusi akan  dilakukan dengan 
                                                        
12 Tan  Karmelo,  2006,  Hukum 
Jaminan Fidusia,  Suatu Kebutuhan 
Yang Didambakan ,  Alumni:  Bandung, 
h lm. 358-359 
jalan kekeluargaan, dikarenakan jika 
dilanjutkan ke tingkat pengadilan maka akan 
memakan waktu yang panjang  serta biaya yang 
relatif besar. Tindakan yang juga dapat 
dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Pegadaian 
adalah dengan mengeluarkan surat peringatan, 
dan menggunakan surat pernyataan yang telah 
dibuat pada awal perjanjian bahwa kalau nanti 
pembayarannya macet maka barang jaminan 
bersedia di eksekusi..13 
V.PENUTUP 
5.1 Simpulan 
1. Penerapan pendaftaran jaminan fidusia pada 
Perusahaan Perseroan Pegadaian tidak 
sepenuhnya mengimplementasikan Pasal 11 
ayat (1) Undang Undang Nomor 42 tahun 
1999  karena berdasarkan penelitian dari 
seluruh transaksi yang ada tidak semuanya 
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, 
seperti yang termaktub dalam Pasal 11 ayat 
(1) “semua benda yang dibebani dengan 
jaminan fidusia wajib didaftarkan” 
2.  Eksekusi jaminan fidusia yang tidak 
didaftarkan  oleh pihak Perusahaan 
Perseroan Pegadaian   bila debiturnya 
wanprestasi, dengan menggunakan  cara 
musyawarah, tanpa melibatkan pihak lain, 
diselesaikan secara kekeluargaan, dengan 
membicarakan secara bersama mencari jalan 
keluar yang terbaik.  
5.2.  Saran 
1. Kepada pihak Pemerintah diharapkan 
melakukan revisi terhadap Undang-Undang 
Nomor 42 tahun 1999 terutama mengenai 
pendaftaran, dengan menambahkan klausul 
batas waktu pendaftaran dan sanksi-sanksi 
bila tidak mendaftarkan ke Kantor 
Pendaftaran Fidusia  dan disarankan agar 
                                                        
13 wawancara dengan Bapak Suryana, 
bagian analis kredit Perusahaan Pegadaian 
Cabang  Denpasar, di Denpasar, 16 Mei 2014 
dan Bapak Komang Gede Suardiana, bagian 
analis kredit Perusahaan Pegadaian cabang 
Tabanan. 17 Mei 2014. 
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Departemen hukum dan Ham memberikan 
keringanan biaya atau menghapuskan biaya 
pendaftaran jaminan fidusia untuk jaminan 
kredit yang nilainya dibawah Rp 10.000.000 
(sepuluh juta Rupiah).  
2. Kepada Pihak Perusahaan Perseroan 
Pegadaian untuk memperoleh kepastian 
hukum, sebaiknya melakukan pengikatan 
dengan akta notaris dan didaftarkan ke 
Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga 
memperoleh sertipikat jaminan fidusia, 
sertipikat inilah yang berkekuatan  
eksekutorial, yaitu title yang mensejajarkan 
kekuatan sertipikat tersebut dengan putusan 
pengadilan apabila debitur melakukan 
wanprestasi, hal ini sesuai dengan pasal 15 
Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 
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